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Abstract

The aim of this research is to determine the influence of fiscal decentralization, budget allocation, economic
capacity on community welfare, determine the influence of fiscal decentralization on community welfare
through budget allocation and economic capacity, determine the influence of budget governance on community
welfare through budget allocation and economic capacity in Sulawesi Province West. This research uses a
guantitative approach, with a case study of local governments in the West Sulawesi Province which includes
six districts. The data collection technique is carried out by document study, using secondary data originating
from related agencies or from websites through internet browsing and other documentation. The data analysis
technique uses SmartPLS analysis. The findings show that fiscal decentralization has a negative impact on
community welfare. Budget governance has a negative influence on community welfare. Budget allocation can
influence an increase in community welfare. Economic capacity can improve community welfare. Budget
allocation can mediate the effect of fiscal decentralization on community welfare. Economic capacity can
mediate the effect of fiscal decentralization on community welfare. Budget allocation cannot mediate the
influence of budget governance on community welfare, while economic capacity can mediate the influence of
budget governance on community welfare, especially in West Sulawesi Province.

Keywords: fiscal decentralization, budget governance, budget allocation, economic capacity and community
welfare

A. PENDAHULUAN

Otonomi daerah selain diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat juga
diharapkan dapat mempengaruhi disparitas daerah. Ketimpangan dalam pembangunan infrastruktur
secara regional, maupun dalam sumber daya manusia, akan mempengaruhi pencapaian tujuan utama
desentralisasi ke daerah. Ketimpangan antardaerah di Indonesia pasca diberlakukannya otonomi
daerah disebabkan oleh tingginya kemampuan keuangan antardaerah, di samping alokasi belanja

anggaran daerah yang kurang berdampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat. Ini
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menyedihkan, karena tujuan mulia dari desentralisasi adalah untuk meningkatkan pemerataan. Selain
kapasitas keuangan daerah sebagai penyebab disparitas ini, faktor demografis menjadi faktor lain
yang perlu dipertimbangkan. Isu tekanan penduduk menjadi bola salju karena akan menimbulkan
pengangguran, masalah kesehatan dan kemiskinan.

Pelaksanaan desentralisasi fiskal dalam rangka otonomi daerah sampai saat ini telah
berlangsung dalam dua periode; yang pertama tahun 2001 sampai 2003 dan yang kedua tahun 2004
sampai sekarang. Desentralisasi memiliki sejumlah tujuan mulia; satu di antaranya adalah untuk
meningkatkan kapasitas keuangan bagi daerah. Kemudian melalui peningkatan kemandirian fiskal
diharapkan peningkatan kegiatan ekonomi yang selanjutnya dapat memberikan peningkatan pada
kondisi masyarakat yang sejahtera di setiap daerah. Selain daerah berwenang dalam mengelola
anggarannya sendiri, desentralisasi juga berarti peningkatan kualitas pelayanan publik dalam
kerangka good governance khususnya di bidang ekonomi.

Sebagaimana dijelaskan oleh Akai & Sakata (2002), teori tentang desentralisasi yang
disebutkan oleh Oates berpendapat bahwa tingkat efisiensi sistem desentralisasi lebih tinggi daripada
sistem terpusat dalam hal penyediaan service untuk peningkatan kebutuhan publik, namun pada
sejumlah kasus yang terjadi di beberapa daerah, Akai & Sakata (2002) menunjukkan bahwa tingkat
efisiensi sistem desentralisasi lebih rendah daripada sistem terpusat.

Alokasi anggaran pendapatan dan belanja daerah dilihat dari golongan anggaran pokok, antara
lain yaitu: kesehatan, pendidikan, administrasi pemerintahan, serta prasarana dan pelayanan pos
lainnya, yang kesemuanya bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU) untuk keperluan tersebut
dalam mewujudkan cita-cita untuk membangun daerah. Berdasatkan sumber dari Kementerian
Keuangan (Basri & Munandar, 2009) dapat dilihat bahwa anggaran masih kurang efektif dan efisien
untuk hal-hal yang bisa menstimulasi kegiatan perekonomian daerah dan menaikkan tingkat
kesejahteraan rakyat. Sebagaimana dijelaskan Mauro dalam Syukriy & Halim (2006) pengalokasian
anggaran sepertinya berkaitan dengan tindakan korup oleh politisi dan birokrasi, contohnya, lebih
disukainya pengeluaran yang memiliki peluang untuk tidakan korupsi.

Ditinjau dari segi kesejahteraan masyarakat dengan indikator berupa Indeks Pembangunan
Manusia (IPM) dan rasio penduduk miskin, data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan kondisi
yang terjadi di Sulawesi Barat selama kurun waktu 5 (lima) tahun yaitu dari tahun 2017 s.d. 2021.
Tren perkembangan IPM di Sulawesi Barat mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, yaitu sebesar
64,30 pada tahun 2017, meningkat menjadi 65,10 di tahun 2018, kemudian 65,73 untuk tahun 2019,

selanjutnya mengalami peningkatan pada tahun 2020 dan 2021 masing-masing sebesar 66,11 dan
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66,36. Akan tetapi meskipun mengalami peningkatan, namun angka-angka tersebut masih berada di
bawah angka nasional yaitu tahun 2017 sebesar 70,81, tahun 2018 sebesar 71,39, tahun 2019 sebesar
71,92, tahun 2020 sebesar 71,94 dan di tahun 2021 sebesar 72,29. Apabila dipersentasikan, data
menunjukkan bahwa persentasi IPM Sulawesi Barat terhadap IPM nasional selama 4 (empat) tahun
yaitu dari 2017 s.d. 2020 mengalami peningkatan dengan angka masing-masing secara berurutan
adalah 90,81 persen, 91,19 persen, 91,39 persen, dan 91,90 persen. Namun pada tahun 2021
mengalami penurunan ke angka 91,80 persen.

Persentase penduduk miskin di Sulawesi Barat selama tahun 2017 s.d. 2020 cenderung
mengalami penurunan. Pada tahun 2017 persentase penduduk miskin sebesar 11,30 persen, turun
menjadi sebesar 11,25 persen tahun 2018. Pada tahun 2019 persentase penduduk miskin Sulawesi
Barat turun menjadi 11,02 persen dan pada tahun 2020 persentase penduduk miskin turun lagi
menjadi 10,87 persen. Pada tahun 2021, persentase penduduk miskin naik menjadi 11,29 persen.
Dalam kurun waktu 2020-2021, persentase penduduk miskin mengalami kenaikan sebesar 0,42
persen.

Urgensi dalam melakukan peningkatan kapabilitas aparatur daerah dalam melaksanakan tugas
pelayanan kepada masyarakat saat ini menunjukkan jumlah masyarakat yang belum merasakan
manfaat otonomi daerah masih tinggi. Buah terbesar dari otonomi daerah hanya sebatas dirasakan
oleh para elit daerah namun belum secara langsung meningkatkan kesejahteraan yang dapat diterima
oleh masyarakat padahal pada hakikatnya tujuan akhir otonomi daerah adalah meningkatnya
kesejahteraan masyarakat (Basri & Munandar, 2009).

Kapasitas ekonomi dalam hal ini ditinjau dari dua indikator yaitu pendapatan/pengeluaran
perkapita dan tingkat PDRB. Dari sisi pendapatan/ pengeluaran perkapita, secara rata-rata dari 6
kabupaten di Sulawesi Barat, pendapatan/pengeluaran perkapita dari tahun ke tahun mengalami
penurunan. Data tahun 2018 menunjukkan peningkatan sebesar 3,70% dibandingkan tahun 2017.
Selanjutnya di tahun 2019 mengalami peningkatan yang lebih kecil dari periode sebelumnya yaitu
sebesar 2,22%, dan kemudian pada tahun 2020 dan 2021 mengalami perubahan negatif masing-
masing dengan nilai -0,21% dan -0,22%. Apabila ditinjau dari tingkat PDRB, dalam kurun waktu 5
tahun kondisi tingkat PDRB mengalami peningkatan yang fluktuatif. Pada tahun 2018 mengalami
peningkatan sebesar 9,56%, selanjutnya di tahun 2019 meningkat sebesar 6, 69%. Perubahan yang
signifikan terjadi pada tahun 2020 yang meningkat hanya sebesar 0,38%, dan di tahun 2021 kembali
melonjak ke angka 8,75%.

Ditinjau dari kondisi ekonomi regional, tahun 2017 secara keseluruhan menujukkan
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perekonomian Sulawesi Barat tumbuh lebih baik dibanding 2016. Ekonomi Sulawesi Barat pada
tahun 2017 tumbuh 6,67% (yoy) atau lebih tinggi dibanding realisasi tahun 2016 sebesar 6,01% (yoy).
Pertumbuhan ekonomi Sulawesi Barat tahun 2018 tumbuh 6,23% (yoy) melambat jika dibandingkan
tahun 2017 sebesar 6,62% (yoy), Perlambatan ekonomi ini menjadikan Sulawesi Barat sebagai
provinsi dengan pertumbuhan terendah di kawasan Sulawesi. Secara tahunan, ekonomi Sulawesi
Barat masih tumbuh di atas pertumbuhan ekonomi Nasional.

Tren perlambatan ekonomi Sulawesi Barat berlanjut hingga triwulan 111 2019. Pertumbuhan
ekonomi Sulawesi Barat triwulan 111 2019 tercatat 4,67% (yoy) lebih rendah dibandingkan triwulan
I1 2019 sebesar 4,74% (yoy). Pertumbuhan ekonomi Sulawesi Barat pada triwulan IV 2020 tercatat
mengalami kontraksi sebesar 7,51% (yoy), Dari perspektif regional, ekonomi kawasan Sulawesi
tercatat mengalami kontraksi sebesar 0,56% (yoy) pada triwulan IV. Hampir seluruh provinsi
terpantau mengalami kontraksi pertumbuhan ekonomi pada triwulan 1V 2020, kecuali provinsi
Sulawesi Tengah. Ekonomi Sulawesi Barat tumbuh positif pada triwulan IV 2021. Perekonomian
Sulawesi Barat pada triwulan 1V 2021 tercatat tumbuh sebesar 3,32% (yoy). Dari perspektif regional,
perekonomian kawasan Sulawesi tercatat tumbuh lebih tinggi dibandingkan Sulawesi Barat dengan
tingkat pertumbuhan sebesar 7,73% (yoy) pada triwulan 1V 2021.

B. LANDASAN TEORY

Teori Desentralisasi

. Sebagaimana dijelaskan oleh Akai & Sakata (2002), teori tentang desentralisasi yang
disebutkan oleh Oates berpendapat bahwa tingkat efisiensi sistem desentralisasi lebih tinggi daripada
sistem terpusat dalam hal penyediaan service untuk peningkatan kebutuhan publik, namun pada
sejumlah kasus yang terjadi di beberapa daerah, Akai & Sakata (2002), menunjukkan bahwa tingkat
efisiensi sistem desentralisasi lebih rendah daripada sistem terpusat.
Desentralisasi Fiskal

Secara teoritis, Menurut Mardiasmo dalam Putra (2017:7) desentralisasi fiskal diharapkan dapat
memberi manfaat dalam hal: (i) mengurangi kesenjangan fiskal baik antara pemerintah pusat dan
pemerintah daerah (vertical fiscal imbalance) maupun antar daerah yang satu dengan daerah yang
lain (horizontal fiscal imbalance); (ii) meningkatkan kualitas pelayanan publik di daerah dan
mengurangi kesenjangan pelayanan publik antar daerah; (iii) meningkatkan efisiensi pemanfaatan
sumber daya; (iv) peningkatan tata kelola yang transparan dan akuntabel dalam pelaksanaan kegiatan
pengalokasian transfer ke daerah sehingga tepat sasaran, tepat waktu, efisien, dan adil; serta (v)

212



lmplikost Desentrolisost Fukal don Tota Kelola
Volume 20 Nomor 1, Jund 2024 Anggoramn terhadap Kesejolteraon Masyorakot

Halaman 209 - 228 Meladiis Alokasi Anggavan dow Kapasitay
Ekonomi (Studi, Kasus Provinsi Sulawesi Barad)

mendukung kesinambungan fiskal dalam kebijakan ekonomi makro.
Tata Kelola Anggaran

Keberhasilan tata kelola anggaran dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat tidak
terletak pada besarnya anggaran daerah; sebaliknya, hal itu ditemukan dalam tata kelola anggaran
yang akuntabel. Transfer fiskal memang dapat meningkatkan sumber pembiayaan bagi daerah, namun
belum tentu meningkatkan kesejahteraan masyarakat jika kualitas tata kelola dan kualitas sumber
daya manusia dalam pengelolaan anggaran relatif rendah. Pengelolaan anggaran yang lebih baik akan
meningkatkan kinerja keuangan, dan pada akhirnya akan mendorong peningkatan kegiatan ekonomi.
Kinerja keuangan daerah berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi pada otonomi
daerah (Rahmayati, 2007). Namun, keleluasaan yang lebih besar untuk menggali potensi pendapatan
daerah melalui pajak atau retribusi daerah belum menunjukkan peningkatan pendapatan yang
signifikan (Isdijoso dan Wibowo, 2002). Disparitas regional di Indonesia sebagian besar disebabkan
oleh penerimaan nonmigas; masalah baru muncul ketika datang ke jumlah penduduk (Sakamoto,
2006).

Alokasi Anggaran

Alokasi berarti menempatkan besaran anggaran pada setiap program dan kegiatan dalam
Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD), pengalokasian anggaran dalam
RAPBD, dilatarbelakangi oleh bagaimana kebijakan umum APBD, yang dicanangkan oleh
pemerintah daerah bersangkutan, bicara tentang kebijakan umum APBD, sama artinya, seberapa
besar program dan kegiatan yang dibuat oleh pemerintah daerah, yang dalam hal ini adalah para
Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan unit kerja terkait dalam lingkungan pemerintah daerah.
Program dan kegiatan yang disusun dan direncanakan oleh pemerintah daerah, yang dalam hal ini
adalah Satuan Kerja dan unit kerja terkait dalam lingkungan pemerintah daerah, menjabarkan dari
Rencana Jangka Panjang Daerah (RPJPD), yang dituangkan secara lima tahunan ke dalam Rencana
Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan dijabarkan ke dalam Rencana Strategis Daerah selama lima
tahun, yang dituangkan ke dalam rencana kerja pemerintah daerah yang dibuat pada setiap tahunnya.
(Elsye, 2020:2).
Kapasitas Ekonomi
Kapasitas ekonomi berarti jumlah kapasitas pembangkitan yang dimiliki atau dikuasai oleh calon
pemasok dengan biaya variabel yang cukup rendah sehingga energi dari kapasitas tersebut dapat

disalurkan secara ekonomis ke pasar tujuan. Sebelum menerapkan uji harga yang diberikan, kapasitas
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pembangkit yang memenuhi definisi ini harus disesuaikan dengan mengurangkan kapasitas yang
diberikan berdasarkan kontrak penjualan perusahaan jangka panjang dan menambahkan kapasitas
yang diperoleh berdasarkan kontrak pembelian perusahaan jangka panjang (yaitu, kontrak dengan
sisa komitmen lebih dari satu tahun). Kapasitas yang terkait dengan penyesuaian tersebut harus
diberikan kepada pihak yang mempunyai wewenang untuk memutuskan kapan sumber daya yang
dihasilkan tersedia untuk dioperasikan. Kapasitas pembangkit lainnya juga dapat diatribusikan ke
pemasok lain berdasarkan kriteria pengendalian operasional jika dianggap perlu, namun pemohon
harus menjelaskan alasannya.
Kesejahteraan Masyarakat

Tingkat kesejahteraan dapat didefinisikan seabagai kondisi agregat dari kepuasan individu-
individu. Pengertian dasar itu mengantarkan kepada pemahaman kompleks yang terbagi dalam dua
arena perdebatan. Pertama adalah apa lingkup dari substansi kesejahteraan kedua adalah bagaimana
intensitas substansi tersebut bisa direpresentasikan agregat. Kesejahteraan merupakan sejumlah
kepuasan yang diperoleh seseorang dari hasil mengkonsumsi pendapatan yang diterima. Namun
demikian tingkatan dari kesejahteraan itu sendiri merupakan sesuatu yang bersifat relatif karena
tergantung dari besarnya kepuasan yang diperoleh dari hasil mengkonsumsi pendapatan tersebut.
Menurut Sunarti (2012) kesejahteraan adalah suatu tata kehidupan dan penghidupan sosial, material,
maupun spiritual yang diliputi rasa keselamatan, kesusilaan dan ketentraman lahir batin yang
memungkinkan setiap warga negara untuk mengadakan usaha-usaha pemenuhan kebutuhan jasmani,

rohani dan sosial yang sebaik-baiknya bagi diri, rumah tangga serta masyarakat.

Kerangka Pikir

Untuk mengetahui pengaruh masing-masing variabel penelitian maka dapat divisualisasikan

dalam bentuk gambar

Alokasi
Y1)

Desentralisasi

Fiskal (1) — "

N Keseiahteraan

He Masyarakat

. (Z)
Hg

Tata kelola /
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C. METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif, dengan studi kasus pada pemerintah daerah
di lingkup Provinsi Sulawesi Barat yang meliputi enam kabupaten. Objek dari penelitian ini adalah
implikasi dari desentralisasi fiskal terkait dengan tata kelola anggaran, alokasi anggaran dan
kapasitas ekonomi dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat, periode 2017 sampai 2021.
Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang berasal dari instansi terkait atau
dari website melalui browsing internet dan dokumentasi lainnya berupa berita acara/publikasi, seperti
anggaran daerah, laporan pertanggung-jawaban, peraturan daerah dan dokumen anggaran dan

pembangunan ekonomi daerah.

Penelitian ini menggunakan teknik analisis partial least squares (PLS). Dua hal yang harus
dilakukan di PLS Pertama, penilaian outer model atau model pengukuran adalah penilaian terhadap
reliabilitas dan validitas variabel penelitian. Tiga kriteria untuk menilai outer model adalah validitas

konvergen, validitas diskriminan, dan reliabilitas komposit.

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

Salah satu langkah penting dalam proses penelitian adalah menganalisis uji hipotesis untuk
mendapatkan kesimpulan statistik mengenai suatu pernyataan hipotesis. Dalam menguji hipotesis
pada penelitian ini, fokus akan diberikan pada evaluasi pengaruh langsung (direct effect) dan
pengaruh tidak langsung (indirect effect). Sebelum dilakukan analisis pengujian hipotesis penelitian
maka terlebih dahulu akan disajikan hasil koefisien jalur seperti mean, stdev, t-values, dan p-values

yang akan disajikan melalui tabel :

E. Tabel 4.7
F. Besarnya Nilai Mean, Stdev, t-values dan p-values
Sampel | Rata-rata | Standar T Statistik
Asli Sampel Deviasi pvalues
PGS AGHEEE = 0733 | 0743 | 0207 3.533 0.000
Kesejahteraan Masyarakat
Desemieliess Aeel = 0535 | 0544 | 0197 2721 0.007
Alokasi Anggaran
peseElie el = 0499 | 0491 | 0134 3.736 0.000
Kapasitas Ekonomi
sl Al = 0626 | -0628 | 0227 2.763 0.006
Kesejahteraan Masyarakat
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Sampel | Rata-rata | Standar T Statistik

Asli Sampel Deviasi pvalues

) (M) | (sTpEv) | (O/STDEV)
GRS B > 0843 | 0834 | 0.205 4.109 0.000
Kesejahteraan Masyarakat
i Al g 0357 | 0323 | 0.309 1.155 0.249
Alokasi Anggaran
Tata Kelola Anggaran -> 0431 | 0431 0.108 3.988 0.000
Kapasitas Ekonomi

Sumber : Data diolah, 2023

Pembahasan

1. Pengaruh desentralisasi fiskal terhadap kesejahteraan masyarakat, provinsi Sulawesi Barat

Pembahasan dalam penelitian ini terkait dengan pengaruh langsung desentralisasi fiskal
terhadap kesejahteraan masyarakat, khususnya pada provinsi Sulawesi Barat, dimana temuan
penelitian ini menunjukkan bahwa desentralisasi fiskal secara langsung berpengaruh negatif dan
signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat. Hal ini dapat diindikasikan bahwa dengan
desentralisasi fiskal yang tidak dikelola dengan baik dan adanya ketidakpastian kebijakan antar
daerah akan menghambat pertumbuhan ekonomi dalam suatu daerah akan menyebabkan adanya
penurunan kesejahteraan masyarakat pada suatu daerah.

Penelitian ini diperoleh temuan bahwa tingkat kemandirian fiskal yang tinggi akan
mencerminkan tingginya ketergantungan pemerintah daerah pada sumber pendapatan lokal tanpa
memperhatikan alokasi sumber daya secara keseluruhan. Jika sumber pendapatan lokal tidak
mencukupi untuk memenuhi kebutuhan belanja pemerintah daerah, terutama di sektor-sektor
kunci seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur, hal ini dapat berdampak negatif pada
kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, desentralisasi fiskal yang tidak seimbang dapat
menyebabkan ketidaksetaraan dalam pelayanan publik antar daerah.

Kemudian diperoleh dari pengamatan dalam penelitian ini bahwa variasi nilai rasio
derajat desentralisasi fiskal (X1.1) dan rasio derajat kemandirian fiskal (X12) di antara observasi-
observasi yang mencakup rentang nilai indeks pembangunan manusia (IPM) dari 60.32 hingga
69.71. Hal ini dapat diidentifikasi bahwa terdapat observasi dengan tingkat desentralisasi dan
kemandirian fiskal yang tinggi, namun nilai IPM yang relatif rendah. Hal ini menunjukkan bahwa
tingkat desentralisasi fiskal yang tinggi tidak selalu berkorelasi positif dengan kesejahteraan
masyarakat, dan pengelolaan sumber daya daerah mungkin tidak optimal. Faktor-faktor lain,

seperti ketidaksetaraan distribusi sumber daya, kebijakan lokal yang tidak efektif, atau kondisi
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ekonomi regional, juga dapat mempengaruhi variasi dalam nilai IPM.

Penelitian terkait dengan pengaruh desentralisasi fiskal terhadap kesejahteraan
masyarakat yakni seperti yang dilakukan oleh Saputra (2013) penelitiannya menemukan bahwa
desentralisasi fiskal berpengaruh positif dan signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat yang
penelitiaannya dapat diartikan bahwa semakin tinggi desentralisasi fiskal semakin kesejahteraan
masyarakatnya. Namun pendapat yang dikemukakan oleh pendapat yang dikemukakan oleh
Martinez dan McNab yang dikutip dari jurnal penelitian Saputra (2013) bahwa desentralisasi
fiskal berdampak negatif terhadap pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.
Desentralisasi fiskal dapat mendorong kearah ketidak kestabilitan ekonomi makro yang pada
gilirannya akan menghambat pertumbuhan ekonomi, sebab desentralisasi fiskal dapat mengurangi
pengeluaran pemerintah dan pajak berbasis pada pemerintah pusat yang dapat digunakan untuk
melakukan stabilitas ekonomi.

Berdasarkan penelitian ini maka temuan yang diperoleh dari hasil pengamatan yang
menunjukkan bahwa desentralisasi fiskal berpengaruh  negatif dan signifikan terhadap
kesejahteraan masyarakat pada provinsi Sulawesi Barat, sehingga penelitian ini tidak sejalan
dengan penelitian yang dilakukan oleh Saputra (2013) dan sejalan dengan pendapat yang
dikemukakan oleh Martinez dan McNab dalam Saputra (2013).

2. Pengaruh tata kelola anggaran terhadap kesejahteraan masyarakat Provinsi Sulawesi
Barat

Pembahasan dalam penelitian ini yakni terkait menguji pengaruh langsung tata kelola
anggaran terhadap kesejahteraan masyarakat khususnya pada provinsi Sulawesi Barat, hasil
penelitiaan ini menunjukkan bahwa secara langsung tata kelola anggaran memberikan pengaruh
yang nyata terhadap adanya penurunan kesejahteraan masyarakat, dimana semakin tidak
efektifnya pengelolaan anggaran hal ini dapat dilihat dari rasio SILPA yang menunjukkan bahwa
kekurangcermatan dalam penganggaran menjadi bukti tidak terserapnya anggaran yang dikelolah
selama ini maka akan mengakibatkan kesejahteraan masyarakat semakin rendah.

Temuan penelitian ini yang diperoleh dari hasil pengamatan dari pengumpulan data di
lapangan menjadi indikasi bahwa rasio SILPA yang tinggi dapat berdampak negatif pada
kesejahteraan masyarakat. Terlalu banyaknya surplus anggaran yang tidak digunakan secara
efektif dapat mengindikasikan ketidakefisienan dalam perencanaan dan pengelolaan anggaran,

mengakibatkan kurangnya investasi pada proyek-proyek pembangunan dan program-program
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kesejahteraan masyarakat, sehingga hal ini dapat berdampak pada kurangnya dukungan untuk
sektor-sektor kunci seperti infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan, yang pada gilirannya dapat
mempengaruhi kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

Temuan penelitian Djuitaningsin & Oktafani (2011) pengelolaan anggaran yang
profesional dan akuntabel dapat meningkatkan kondisi kesejahteraan masyarakat seperti yang
terangkum dalam Indeks Pembangunan Manusia. Sedangkan yang ditemukan oleh peneliti saat
melakukan pengamatan pada penelitian ini mengindikasikan bahwa tata kelola anggaran
berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat. Alasannya karena rasio
SILPA mencerminkan jumlah kelebihan dana yang tidak digunakan atau dialokasikan dalam
suatu periode anggaran, jika rasio SILPA tinggi, hal ini dapat menunjukkan bahwa pemerintah
atau lembaga memiliki surplus anggaran yang tidak dimanfaatkan secara efektif untuk
meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kelebihan dana yang tidak digunakan dapat
mengindikasikan ketidakefisienan dalam perencanaan anggaran, di mana sumber daya publik
tidak dioptimalkan untuk mendukung pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan
sektor-sektor kunci lainnya yang berperan dalam meningkatkan kesejahteraan.

Dampak negatif dari rasio SILPA yang tinggi pada kesejahteraan masyarakat juga dapat
terlihat dalam kurangnya investasi pada program-program kesejahteraan dan pelayanan publik
yang mendukung kebutuhan masyarakat. Sumber daya yang tidak digunakan secara efektif dapat
menyebabkan ketidakcukupan dana untuk proyek-proyek Kkritis, seperti pembangunan
infrastruktur dasar, peningkatan layanan pendidikan, dan perluasan akses kesehatan. Akibatnya,
kesejahteraan masyarakat dapat terhambat karena kurangnya dukungan dari pemerintah dalam
memenuhi kebutuhan esensial. Oleh karena itu, tata kelola anggaran yang tidak efisien dan
kurangnya pemanfaatan surplus dana dapat menghambat potensi pembangunan ekonomi dan
sosial yang optimal, dengan konsekuensi negatif yang signifikan terhadap kesejahteraan
masyarakat secara keseluruhan. Sehingga dalam penelitian ini yang tidak sejalan dengan
penelitian yang dilakukan oleh Djuitaningsih & Oktafani (2011).

3. Pengaruh alokasi anggaran terhadap kesejahteraan masyarakat pada Provinsi Sulawesi

Barat

Hasil penelitian ini yakni pengaruh alokasi anggaran terhadap kesejahteraan masyarakat
pada provinsi Sulawesi Barat, dimana temuan pada penelitian ini menunjukkan bahwa alokasi

anggaran memberikan pengaruh positif dan signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat.
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Dimana dalam penelitian ini mengindikasikan bahwa semakin baik alokasi anggaran yang
ditetapkan untuk membangun pembangunan insfrastruktur yang dilaksanakan oleh pemerintah
provinsi Sulawesi Barat maka akan semakin tinggi pula kesejahteraan bagi masyarakat.

Temuan penelitian ini mengindikasikan bahwa alokasi anggaran yang diukur dengan
rasio belanja infrastruktur terhadap kesejahteraan masyarakat dapat dievaluasi dengan mengacu
pada Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebagai indikator kesejahteraan masyarakat. IPM
mencakup tiga dimensi utama, yaitu : kesehatan, pendidikan, dan standar hidup, yang secara
langsung terkait dengan infrastruktur. Data rasio belanja infrastruktur terhadap kesejahteraan
masyarakat (dinyatakan dalam data Y.1.1 dan Z.1) memberikan gambaran bahwa terdapat variasi
dalam tingkat alokasi anggaran untuk infrastruktur di berbagai wilayah atau tahun tertentu.

Melalui pengamatan yang dilaklukan terhadap data tersebut maka dapat diperhatikan oleh
pemerintah provinsi Sulawesi Barat bahwa daerah atau waktu dengan rasio belanja infrastruktur
yang lebih tinggi cenderung  memiliki nilai IPM yang juga cenderung lebih tinggi. Hal ini
menunjukkan adanya hubungan antara alokasi anggaran untuk infrastruktur dan tingkat
kesejahteraan masyarakat, seperti yang tercermin dalam peningkatan nilai IPM.

Dengan mengukur alokasi anggaran infrastruktur dan menghubung-kannya dengan IPM,
pemerintah provinsi Sulawesi Barat terkait dengan membuat kebijakan yang lebih terarah dan
efektif untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Penyediaan infrastruktur yang memadai,
seperti jalan, pendidikan, dan fasilitas kesehatan, dapat memberikan dampak positif pada
indikator-indikator yang menjadi komponen IPM. Oleh karena itu, mengukur rasio belanja
infrastruktur terhadap kesejahteraan masyarakat dengan menggunakan IPM dapat menjadi
landasan yang kuat untuk perencanaan anggaran yang berfokus pada peningkatan kualitas hidup
masyarakat secara secara keseluruhan.

Beberapa hasil penelitian yang dilakukan oleh Inditiyani & Prasetyo (2022) yang dalam
penelitiannya menemukan bahwa alokasi anggaran dana berpengaruh secara signifikan terhadap
kesejahteraan masyarakat. Namun penelitian yang dilakukan oleh Husen, et al. (2023) bahwa
alokasi dana tidak ada hubungan dengan kesejahteraan masyarakat. Sedangkan dalam penelitian
yang dilakukan oleh peneliti menerima hasil penelitian yang dilakukan oleh Inditiyani & Prasstyo
(2022).
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4. Pengaruh kapasitas ekonomi terhadap kesejahteraan masyarakat pada Provinsi Sulawesi
Barat

Pembahasan dalam penelitian ini terkait dengan pengaruh kapasitas ekonomi terhadap
kesejahteraan masyarakat pada provinsi Sulawesi Barat. Dalam penelitian ini menunjukkan
bahwa kapasitas ekonomi yang diukur dengan pendapatan perkapita dan PDB riil memberikan
pengaruh positif dan signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat khususnya pada Provinsi
Sulawesi Barat. Hal ini mengindikasikan bahwa semakin tingggi kapasitas ekonomi yang diukur
dengan pendapatan perkapita dan PDB riil maka akan dapat memberikan dampak dalam
meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Temuan penelitian ini mengindikasikan bahwa kapasitas ekonomi dapat secara nyata
dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat khususnya pada provinsi Sulawesi Barat
alasannya karena dapat dilihat bahwa seiring bertambahnya tahun, terjadi peningkatan pada nilai
pendapatan perkapita yang merupakan rata-rata pendapatan per individu dalam masyarakat.
Peningkatan ini mencerminkan potensi peningkatan daya beli dan kemampuan individu untuk
memenuhi kebutuhan hidupnya. Selain itu, PDB riil juga menunjukkan tren peningkatan
sepanjang waktu, menandakan pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan. Pertumbuhan
ekonomi yang stabil dapat menciptakan lapangan kerja baru, meningkatkan investasi, dan
menyediakan lebih banyak peluang bagi masyarakat.

Selanjutnya, tingkat kesejahteraan masyarakat juga tercermin indeks pembangunan
manusia. Terlihat bahwa nilai indeks pembangunan manusia cenderung meningkat sepanjang
rentang waktu yang diamati. Hal ini menunjukkan bahwa peningkatan pendapatan perkapita dan
pertumbuhan PDB riil berkontribusi positif terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat. Dengan
demikian, berdasarkan tren positif pada pendapatan perkapita, PDB riil, dan indeks
kesejahteraan, dapat disimpulkan bahwa pengaruh dari kapasitas ekonomi, seperti yang diukur
oleh data ini, memberikan dampak positif terhadap kesejahteraan masyarakat.

Hasil penelitian ini yakni Sari et al., (2019), Saputra & Mahmudi (2012) yang dalam
penelitiaannya menemukan bahwa pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif dan signifikan
terhadap kesejahteraan masyarakat, sedangkan yang ditemukan peneliti yang juga dapat
membuktikan bahwa kapasitas ekonomi yang diukur dengan pendapatan perkapita, PDB riil
memberikan dampak dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian dalam
penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Sari et al., (2019), Saputra &
Mahmudi (2012).

220



lmplikost Desentrolisost Fukal don Tota Kelola
Volume 20 Nomor 1, Jund 2024 Anggoramn terhadap Kesejolteraon Masyorakot

Halaman 209 - 228 Meladiis Alokasi Anggavan dow Kapasitay
Ekonomi (Studi, Kasus Provinsi Sulawesi Barad)

5. Pengaruh desentralisasi fiskal terhadap kesejahteraan masyarakat melalui alokasi

anggaran Provinsi Sulawesi Barat

Temuan dalam penelitian ini terkait dengan pengaruh desentralisasi fiskal terhadap
kesejahteraan masyarakat melalui alokasi anggaran khususnya pada provinsi Sulawesi Barat
dimana dalam penelitian ini mengindikasikan bahwa alokasi anggaran tidak dapat
memediasi pengaruh desentralisasi fiskal terhadap kesejahteraan masyarakat, alasannya
karena pengelolaan dana yang tidak tepat dapat memastikan ketidak efisiensi dan efektivitasnya

penggunaan sumber daya.

Desentralisasi fiskal, dengan memberikan otonomi kepada pemerintah daerah dalam
mengelola anggaran, dapat menciptakan kebijakan yang lebih sesuai dengan kebutuhan lokal dan
meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan. Alokasi anggaran yang
baik dapat memastikan bahwa dana desentralisasi digunakan untuk proyek-proyek yang
mendukung pembangunan dan kesejahteraan masyarakat secara langsung, seperti infrastruktur,
pendidikan, dan kesehatan. Dengan demikian, melalui mekanisme alokasi anggaran yang efektif,
desentralisasi fiskal dapat berkontribusi positif terhadap kesejahteraan masyarakat, memastikan
distribusi sumber daya yang adil, dan meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan publik
yang berkualitas.

Dalam kaitannya dengan uraian tersebut di atas maka implementasi dalam penelitian ini
bahwa pengelolaan dana yang tidak tepat oleh pemerintah provinsi Sulawesi Barat dapat
memastikan tidak terjadinya efisiensi dan efektivitas penggunaan sumber daya, sehingga dapat
menciptakan landasan yang kokoh untuk pembangunan lokal di Sulawesi Barat. Sehingga
dengan adanya desentralisasi fiskal maka memberikan otonomi kepada pemerintah daerah
provinsi Sulawesi Barat dalam mengelola anggaran sehingga hal ini yang menjadi kunci dalam
menciptakan kebijakan yang lebih sesuai dengan kebutuhan lokal dan meningkatkan partisipasi
masyarakat dalam pengambilan keputusan. Penelitian yang dilakukan oleh Anisya Ayu, et al.,
(2020) menemukan bahwa alokasi belanja modal hanya memediasi secara parsial variabel derajat
desentralisasi fiskal, sehingga dalam penelitian ini tidak sejalan dengan yang dilakukan oleh
Anisya Ayu, et al., (2020).
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6. Pengaruh desentralisasi fiskal terhadap kesejahteraan masyarakat dimediasi oleh

kapasitas ekonomi, provinsi Sulawesi Barat

Hasil pengujian mediasi yakni pengaruh desentralisasi fiskal terhadap kesejahteraan
masyarakat dengan kapasitas ekonomi sebagai variabel intervening, dimana dalam penelitian ini
mengindikasikan bahwa kapasitas ekonomi dapat memediasi pengaruh desentralisasi fiskal
terhadap kesejahteraan masyarakat khususnya dalam lingkup provinsi Sulawesi Barat. Dalam
penelitian ini dapat diimplemantasikan bahwa desentralisasi fiskal dan didukung oleh kapasitas
ekonomi seperti pendapatan perkapita yang tinggi dan PDB riil yang dicapai maka akan
memberikan dampak dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Pengukuran kapasitas ekonomi melalui indikator seperti pendapatan per kapita dan
Produk Domestik Bruto (PDB) memiliki peran penting dalam memediasi pengaruh desentralisasi
fiskal terhadap kesejahteraan masyarakat di Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar). Dimana
pendapatan per kapita mencerminkan rata-rata pendapatan yang diterima oleh penduduk suatu
wilayah, dan dapat memberikan gambaran tentang daya beli masyarakat setempat. Desentralisasi
fiskal, dengan memberikan kewenangan kepada pemerintah provinsi Sulawesi Barat untuk
mengelola sumber daya dan anggaran, dapat mempengaruhi pendapatan per kapita melalui

pengelolaan ekonomi lokal yang lebih efektif.

Produk Domestik Bruto (PDB) juga menjadi indikator yang relevan dalam mengukur
kapasitas ekonomi suatu daerah. PDB mencakup nilai total semua barang dan jasa yang
dihasilkan dalam suatu wilayah, mencerminkan potensi ekonomi dan kontribusi dari sektor-
sektor ekonomi yang ada. Dengan desentralisasi fiskal, pemerintah daerah dapat memiliki
kontrol lebih besar atas pemanfaatan sumber daya ekonomi lokal, sehingga dapat mempengaruhi
pertumbuhan PDB. Peningkatan PDB secara keseluruhan dapat mengarah pada peningkatan

pendapatan per kapita, sehingga mendukung kesejahteraan masyarakat.

Pentingnya pendapatan per kapita dan PDB sebagai mediasi dalam pengaruh
desentralisasi fiskal terhadap kesejahteraan masyarakat di Provinsi Sulawesi Barat yang
menekankan pentingnya tata kelola ekonomi yang baik di tingkat lokal. Desentralisasi fiskal
yang efektif memungkinkan pemerintah daerah untuk merencanakan dan melaksanakan program
pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan dan potensi ekonomi daerah tersebut. Oleh karena
itu, pemahaman terhadap dinamika ekonomi lokal, serta kebijakan dan praktik desentralisasi
fiskal yang mendukung pertumbuhan ekonomi dan distribusi pendapatan, menjadi hal yang
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penting dalam memastikan bahwa manfaatnya dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat
di Provinsi Sulawesi Barat.
7. Pengaruh tata kelola anggaran terhadap kesejahteraan masyarakat dimediasi oleh alokasi

anggaran provinsi Sulawesi Barat

Hasil pengujian mediasi pengaruh tata kelola anggaran terhadap kesejahteraan
masyarakat dimediasi oleh alokasi anggaran di provinsi Sulawesi Barat, dimana dalam penelitian
ini menunjukkan bahwa alokasi anggaran tidak dapat memediasi pengaruh tata kelola anggaran
terhadap kesejahteraan masyarakat. Hal ini didasari dari beberapa alasan bahwa terlihat variasi
yang signifikan dalam rasio Silpa dengan kisaran nilai antara 60.32 hingga 69.71. Hal ini
menunjukkan bahwa tidak semua alokasi anggaran menghasilkan tingkat sisa lebih pembiayaan
anggaran yang seragam. Mungkin terdapat perbedaan dalam efisiensi pengelolaan dana di
berbagai proyek atau program yang dibiayai.

Kemudian alasan lainnya adalah karena terdapat variasi dalam variabel-variabel rasio
kemandirian fiskal dan rasio belanja infrastruktur yang mewakili aspek-aspek tata kelola
anggaran. Variabel rasio derajat kemandirian fiskal mencerminkan kebijakan alokasi anggaran,
sementara rasio belanja infrastruktur dapat mengindikasikan transparansi dan akuntabilitas
dalam penggunaan anggaran. Perbedaan dalam kombinasi nilai-nilai ini dapat menunjukkan
bahwa meskipun ada alokasi anggaran yang besar, tata kelola anggaran yang kurang efektif atau
kurang transparan dapat menghambat pengaruh positifnya terhadap kesejahteraan masyarakat.

8. Pengaruh tata kelola anggaran terhadap kesejahteraan masyarakat dimediasi oleh

kapasitas ekonomi pada provinsi Sulawesi Barat

Hasil uji mediasi dalam penelitian ini yang menunjukkan bahwa kapasitas ekonomi dapat
memediasi pengaruh tata kelola anggaran terhadap kesejahteraan masyarakat di provinsi
Sulawesi Barat. Dalam penelitian ini mengindikasikan bahwa tata kelola anggaran yang
dilaksanakan secara efisien dan efektif akan meningkatkan kapasitas ekonomi sehingga akan
memberikan dampak terhadap pendapatan masyarakat di provinsi Sulawesi Barat.

Temuan penelitian ini yang menunjukkan bahwa kapasitas ekonomi yang diukur dengan
pendapatan perkapita dan PDB riil akan dapat mempengaruhi tata kelola anggaran terhadap
kesejahteraan masyarakat. Pengukuran kapasitas ekonomi melalui indikator seperti pendapatan

per kapita dan Produk Domestik Bruto (PDB) riil memiliki peran yang signifikan dalam
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memediasi pengaruh tata kelola anggaran dengan rasio sisa lebih pengeluaran anggaran (SILPA)
terhadap kesejahteraan masyarakat yang diukur dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM).
Hal ini dapat dilihat bahwa pendapatan per kapita menjadi tolok ukur yang relevan untuk menilai
daya beli dan standar hidup masyarakat. Ketika tata kelola anggaran efektif, dengan pengelolaan
anggaran yang baik dan penggunaan dana yang tepat sasaran, dapat diperkirakan bahwa
pendapatan per kapita akan meningkat.

PDB riil memberikan gambaran yang lebih luas tentang kapasitas ekonomi suatu wilayah
dengan memperhitungkan pertumbuhan ekonomi riil tanpa pengaruh inflasi. Peningkatan PDB
riil dapat mencerminkan efisiensi penggunaan sumber daya dan investasi yang tepat dalam
pembangunan ekonomi daerah. Sehingga, tata kelola anggaran yang baik dapat memberikan
kontribusi pada pertumbuhan PDB riil, yang pada gilirannya dapat membawa dampak positif
terhadap kesejahteraan masyarakat.

Pengukuran kesejahteraan masyarakat dengan IPM, yang mencakup dimensi pendidikan,
kesehatan, dan pendapatan, memungkinkan untuk mendapatkan gambaran secara menyeluruh
tentang kondisi hidup masyarakat. Dengan adanya mediasi seperti pendapatan per kapita dan
PDB riil, maka diharapkan dapat mengukur sejauh mana tata kelola anggaran, terutama melalui
kontrol rasio SILPA, mempengaruhi kesejahteraan masyarakat. Keterlibatan ini membantu
mengidentifikasi hubungan antara pengelolaan anggaran, kapasitas ekonomi, dan kesejahteraan
masyarakat, serta memberikan dasar bagi perbaikan kebijakan dan praktik tata kelola yang dapat
meningkatkan kondisi sosial dan ekonomi khususnya pada provinsi Sulawesi Barat.

E. SIMPULAN DAN SARAN
Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan dalam penelitian ini maka dapat disajikan
beberapa kesimpulan yaitu sebagai berikut :

Pengaruh desentralisasi fiskal terhadap kesejahteraan masyarakat  khususnya pada provinsi
Sulawesi Barat, dimana dalam penelitian ini mengindikasikan bahwa desentralisasi fiskal
memberikan dampak yang negatif terhadap kesejahteraan masyarakat di provinsi Sulawesi Barat.
Temuan ini mengindikasikan bahwa desentralisasi fiskal yang tinggi menyebabkan adanya penurunan
kesejahteraan masyarakat.

Pengaruh tata kelola anggaran terhadap kesejahteraan masyarakat, yang dalam penelitian ini
menunjukkan bahwa tata kelola anggaran memberikan pengaruh negatif terhadap kesejahteraan

masyarakat pada provinsi Sulawesi Barat. Temuan penelitian ini mengindikasikan bahwa tata kelola
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anggaran yang diukur dengan rasio Silpa yang tinggi menyebabkan kesejahteraan masyarakat
menurun di provinsi Sulawesi Barat.

Pengaruh alokasi anggaran terhadap kesejahteraan masyarakat pada provinsi Sulawesi Barat,
dimana dalam penelitian ini mengindikasikan bahwa alokasi anggaran dapat mempengaruhi
adanya peningkatan kesejahteraan masyarakat pada provinsi Sulawesi Barat. Temuan dalam
penelitian ini mengindikasikan bahwa alokasi anggaran yang dilaksanakan secara efektif dapat
meningkatkan kesejahteraan masyarakat di provinsi Sulawesi Barat.

Pengaruh kapasitas ekonomi terhadap kesejahteraan masyarakat pada provinsi Sulawesi Barat,
yang menunjukkan bahwa dengan kapasitas ekonomi yang diukur dengan pendapatan perkapita dan
PDB riil dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat di provinsi Sulawesi Barat. Temuan
penelitian ini menunjukkan bahwa semakin besar kapasitas ekonomi yang dilihat dari pendapatan
perkapita dan PDB riil maka akan semakin tinggi kesejahteraan masyarakat.

Pengaruh desentralisasi fiskal terhadap kesejahteraan masyarakat melalui alokasi anggaran di
provinsi Sulawesi Barat, dimana dalam penelitian ini menunjukkan bahwa alokasi anggaran tidak
dapat memediasi pengaruh desentralisasi fiskal terhadap kesejahteraan masyarakat.

Pengaruh desentralisasi fiskal terhadap kesejahteraan masyarakat melalui kapasitas ekonomi.
Dalam penelitian ini menunjukkan bahwa kapasitas ekonomi dapat memediasi pengaruh
desentralisasi fiskal terhadap kesejahteraan masyarakat khususnya pada provinsi Sulawesi Barat.

Pengaruh tata kelola anggaran terhadap kesejahteraan masyarakat melalui alokasi anggaran,
dimana dalam penelitian ini menunjukkan bahwa alokasi anggaran tidak dapat memediasi pengaruh
tata kelola anggaran terhadap kesejahteraan masyarakat khususnya pada provinsi Sulawesi Barat.

Pengaruh tata kelola anggaran terhadap kesejahteraan masyarakat melalui kapasitas ekonomi
pada provinsi Sulawesi Barat, dimana dalam penelitian ini menunjukkan bahwa kapasitas ekonomi
dapat memediasi pengaruh tata kelola anggaran terhadap kesejahteraan masyarakat khususnya pada

Provinsi Sulawesi Barat.

Saran saran
Adapun saran-saran yang dapat diberikan sehubungan dengan penelitian ini yang dapat
diuraikan sebagai berikut :
1. Disarankan kepada pemerintah provinsi Sulawesi Barat agar perlu adanya pengawasan secara

cermat mengenai pelaksanaan desentralisasi fiskal guna proses pembangunan daerah dapat
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lebih terjamin dan terhindar dari penyimpangan sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan
masyarakat.

2. Perlunya desentralisasi fiskal secara mandiri guna dapat mengurangi ketergantungan pada
pendanaan dari pemerintah pusat sehingga berdampak dalam meningkatkan pertumbuhan
ekonomi khususnya dalam lingkup provinsi Sulawesi Barat.

3. Disarankan agar perlunya pengukuran kinerja program yang dilaksanakan oleh pemerintah
daerah sehingga diharapkan dapat meningkatkan efektifitas alokasi anggaran yang dikeluarkan
dalam menunjang pembangunan daerah khususnya di Provinsi Sulawesi Barat.

4. Disarankan untuk penelitian yang akan datang supaya melakukan penelitian dengan subyek
penelitian yang beragam misalnya dengan menggunakan beberapa provinsi di Indonesia Timur.

5. Disarankan kepada peneliti yang akan datang agar menggunakan faktor faktor lainya sebagal
variabel yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi dan belanja modal seperti dana alokasi

umum, dana alokasi khusus, dana bagi hasil dan lain sebagainya.
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